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ABSTRAK

N 3w p1dio 3oH @

Nama : Suci Aulia Pratiwi. Z, NIM: SIP.162483; Analisis Fungsi Dewan
Pérwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi dalam Menetapkan Peraturan Daerah
kota JambiDPRD sebagai lembaga legislatif merupakan lembaga perimbangan
ferhadap kekuasaan eksekutif, dengan demikian negara mengatusfimggsi

dan tugas DPRD agar pemerintahan berjalan efektif, transparan dan akuntabel.
Eienelitian ini merupakan jenis penelitiayang menggunakan pendekatan
kualitatif deskriptif dan pendekatamiridis empirisdengan metode pengumpulan

data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian
yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai beHlasil perelitian

ini menunjukkan bahwa peran DPR&alam penyusunan peraturan daerah
Jumlah program pembentukan perda Kota Jambi tahun 2019 ada 17 Ranperda.
Ranperda yang telah disahkan menjadi perda 11 terdiri dari ; Perda Rutin
Tahunan 3 Ranperda, dan Perda Beaeui®t 8 Ranperda. Raperda yang
disampaikan oleh pihak pengusul 6 Ranperda. Target 2019 17 Ranperda dan
yang Terealisasi 11 Ranperda.Dan pada tahun 2020, melalui badan hukum Setda
Kota Jambi, mengusulkan 10 Perda dan akan segera dibahas. Selain itu ditambah
satu perda inisiatif dari DPRD Kota Jambi. Adapun perelaa yang diusulkan
tersebut terdiri dua perda baru dan beberapa sisa perda pada tahun sebelumnya
dan perda rutin lainnyaKemudian faktor penghambat dalam penyusunan
peraturandaerahtahun 20192020 yaitu tidak semua anggota DPRD memiliki
kemampuan dalam bidang hukum, terutama dalam pembuatan peraturan daerah,
anggota DPRD kurang memaksimalkan waktu dalam pembuatan perda sehingga
pelum mencapai target yang dicapai, kemudian kurangnya kedéeminformasi

antara staf dengan anggota DPRD sehingga kurangnya data yang didapatkan.

ata Kunci : DPRDFungsiPeraturan Daerah

Vil

IGUUD[ UIPPRNIDS DYDY UDYHNS JO AYSISAIUZOIWD
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KATA PENGANTAR
6CARRre 2D 63

Alhamdulilah Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat ALLAH SWT,

UINS NIN AW 01dio 3YoH @

yang telah memberikan rahmat dan petusijiyla kepada Penulis, sehingga dapat
%enyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini dengan -beliaiya.
éhalawat dan beriring salam kepada jugjan Nabi Muhammad SAW yang telah
membimbing umalya ke jalan Islam dan ilmu pengetahuan. Penulisan skripsi
ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial
(S.Sos) dalam Illmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah UIN Sultiama T
Sai fuddi n Ja mbAnalisd éungsa Dewan Perwakilan ifRakyat

Kota Jambi Dalam Menetapkan Peraturan Daerah Kota Jambi ( Periode
20192024p

¢» Dalam rangka proses tersusunnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan

9]

Eimbingan, untuk itypenulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Suaidi Asyari. MA. Ph. D, sebagai rektor UIN Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi.

2. Ibu Dr. Rofigoh Ferawati sebagai wakil rektor | bidang akademik dan
pengembangan pendi disma aebagai Ba&ilpektor IDr .
bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan dan Bapak Dr.
Bahrul Ulum, MA sebagai wakil rektor Il bidang kemahasiswaan dan
kerja sama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

3. Bapak Dr. Sayuti Una, S. Ag., M.H, sebagai dekakultas Syariah UIN

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

viii

IQUUD UIPPNIDS DUDUL UDUlNS 1O AlISIBAIUN JILUDIS



IoBoges yoiunciadiuaw Buouoa 7

Talle]
(Rl

100 UOD
LI R

5 NL

undodo 3N juad Woop Ul SNy oAoy Yruna

IgLIDr DUNg Nin uiZi oduny

HIOONAYE YHYHL NYHLTS
o .

py uodynBuag q

oA BuoA unBuyuaday uoyiIBrisw 3o

WINS MM JC
YO DS O NLons uonofull nejo iy uospnued ‘uoscdo] uounsndusd Yol ooy uospnued ‘uoijsusd ‘uoypipuad uoBuuaday ynun cAuoy uodynbuad "o

IWID[ O

|50 JaCLUNS UDYINgaAUSL DP uDywInuoauaw oduoy iun spng Aoy yrun@s noyo uop uoibogas dunbuaw Buoiopg |

T
o
=]
0o
i
a
=
o
2
e
c
o
=
0
—
o
o
0

DULINS NIN AW 01did YoH &

wior

I€

-\.
el

WD(S| 81DIS

4. Bapak Agus Salim, M.A., M.LLR., Ph.D sebagai wakil dekan bidang

akademik dan kelembagaan, Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, SH sebagai
wakil dekan bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan dan
Bapak D. H. Ishag, SH., M. Hum sebagai wakil dekan bidang
kemahasiswaan dan kerjasama.

Ibu Dr. Irmawati Sagala, S.IP., M.SI dan Bapak Yudi Armansyah, S.Th. 1.,
M. Hum selaku ketua dan sekretaris Jurusan IImu Pemerintahan Fakultas
Syariah UIN STS Jambi.

Bapak Drs H. Amhar Rasyid,Lsc.,MA selaku pembimbingldn Bapak
Irsadunas Noveri,SH.,MH selaku pembimbing I

Bapak dan Ibu dosen, asisten dosen dan seluruh karyawan/karyawati

Fakultas Syariah UIN STS Jambi

. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsibaik langsung

maupun tidak langsung.

Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak

demi kesempurnaan skripsi ini untuk edisi yang akan datang. Dengan adanya

§§<ripsi ini kiranya dapat memotivasi kepada penulis pribadi khususnypadan
D

_éémbaca umumnya untuk membuat karangan karya ilmiah dimasa yang akan

1S

IQUUD UIPPRNIDS DUDUL UDulf

O
ﬂatang. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua.
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= PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

DPRD sebagai lembaga legislatif merupakan lembaga perimbangan

terhadap kekuasaan eksekutif, dengan demikian negara mengaturfimggsi
dan twas DPRD agar pemerintahan berjalan efektif, transparan dan akuntabel.

Pasal 148 Undangndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dinyatakan bahwa: (1) DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga
perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota yang berkédud sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Anggota DPRD
kabupaten/kota adalah pejabat Daerah kabupaten/kota.

BerdasarkanPasal 149 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa:
(1)DPRD Kabupaten/Kotamempunyai fungsi:
a. pembentukan Perda provinsi;
b. anggaran; dan
C. pengawasan.
(2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam
kerangka representasi rakyat di Dadtahupaten/kota
(3) Dalam rangka melaksanakéimgsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

DPRD menjaring aspirasi masyarakat.

'UndangUndang no.23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah,hlm 103
“Ibid,him104
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Pelaksanaan fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPRD

W 01dio JyoH @

selaku pemegang kekuasaan membentuk peraturan daerah. Sedangkan fungsi
%}ggaran dilaksanakan untuk membati@as memberikan persetujuan atau tidak
o

r'iiemberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerahABBBNgang

Q
diajukan olen Walikota. Dan fungsi pengawasan dilaksanakan melalui

A

pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah dan XB&43. pembentukan
perda tentulah tidak segampang yang dilihat. Banyak tahapan dan kriteria yang
harus dilalui dan dipenuhi. Seperti diantaranya harus dilampirkan naskah

akademik, yang merupakamedia administrasi suatu perda.

Jumlah program pembentukan perda Kota Jambi tdlii9 ada 17
Ranperda. Ranperda yang telah disahkan menjadi perda 11 terdiri dari ; Perda
Rutin Tahunan 3 Ranperda, dan Perda Baru/Revisi 8 Ranperda. Raperda yang
(:_J,Esampaikan oleh pihak pengusul 6 Ranperda. Target 2019 17 Ranperda dan yang

a
Terealisasi 11 Bnperda

5

Dan pada tahun 2020, melalui badan hukum Setda Kota Jambi,

§ engusulkan sepuluh Perda dan akan segera dibahas. Selain itu ditambah satu

AN DILUD)|

i

;b_érda inisiatif dari DPRD Kota Jambi. Adapun pep#ada yang diusulkan
érsebut terdiri dua perda baru dan drelpa sisa perda pada tahun sebelumnya

W

dan perda rutin lainnya. Seperti Ranperda tentang rumah susun dan Ranperda
=

]

tEntang penyetaraan modal ke Bank Jambi, yang merupakan usuklan perda baru

U

31
>
c
5
=

*sumber tribunjambinews.com
“SkProlegda&ota Jambi tahun 2019

IQUUD UIppnips o
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Kemudian beberapa Propemperda tahun 2019 seperti, Ranfgtang

ncana Detail Tata Ruang (RDTR), Ranperda tentang penyelenggaraan dan

1 AU 04D HOH @

pemudaan Ranperda penataan kecamatan dan kelurahan , Ranperda tentang

rjasama daerah, dan Ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah.

oS 1B

Ada beberapa permasalahan yasering terjadi dalam pembentukan dan

wior

proses pembahasan peraturan daerah di DPRD Kota Jataba dainpersepsi
dan pemahaman yang berbeda antara Pemerintah Daerah dengan Anggota DPRD,
keterbatasan Sumber Daya Manusia yang mempunyai keahlian dalam
perancangan peraturan daerah dan keterbatasan anggaran. Mé&mala Bagian
Hukum dan Persidangan DPRD Kota Jambi Bapak Dwi Rekoniawan,SH
mengatakan bahwa:

ADI Kota Jambi dalam pembentukan

dengan kurangnya pejabat fungsional ge@bagperancang peraturan
daerah, sehingga dalam penyusunan perancangan peraturan daerah

w tersebut masih mengandalkan keterlibatan instansi vartikal seperti
Q Kementerian Wilayah Hukum dan HAM Jambi dan Tenaga Ahli dari
@ Universitas dan Perguruan Tinggi lainny@dalam pembentukan

= peraturan daerah tersebut .o

} Dan di DPRD Kota Jambi sampai tahun habis berjalan pihak pengusung
=,

tielum menyampaikan karena tidak dilengkapi Naskah Akademik dan belum
&lsampalkan ke DPRD sehingga menghambat pembentukan perda dan dilanjutkan
pada tahun berikutnya.

%

=

Q

=

—

=

O

]

Q

L

)

c *Wawancara Bapak Dwi Rekoniawan,SH Kepala bagian hukum dan persidangan DPRD
Ig'pta Jambi

=

.!ﬁ

=
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a Berdasarkan uraiadiatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

3 . .

dal am bent uk s kr i ANALISISy BUNGSI DEWAN U d u |
QERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI DALAM

m

ENETAPKAN PERATURAN DAERAH (Periode 2019-2024).

- Rumusan Masalah

L oL

Adapun perumusan masalah yang alléahas dalam skripsi ini adalah

sebagai berikut:

1) Bagaimanakalfungsi DPRD dalanpembahasan dan penetap@araturan
Daerah Kota Jambi?

2) Apa kendale&kendala yang dihadapi DPRD  Kota Jambi dalam
penbahasan dan penetapRerda ?

3) Bagaimana solusi DPRD Kotambi dalam pefmahasan dan penetapan
Perd&

Batasan Masalah

Untuk mempermudah serta tidak menyalahi sistematika penulisan karya

LUD(S| 21D1S

fmiah sehingga memberikan hasil yang diinginkan, maka peneliti merasa perlu
H‘%'embata5| masalah yang akan dibahas, pembatasatitian ini perlu dilakukan

ar pembahas tidak meluas dan menyimpang dari pokok pembahasan , serta
ntuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh karena itu, maka penulis
embatasi penelitian ini hanya membahas tentang FungBDDKota Jambi

lammenetapkaPeraturan Daerah (dari tahun 2€A®0 saja).

IQUIDT UIPPNYIDS DYPUZUDRYNSZO WIEY:



ninBoagas yoAunqiadwaly Bumio)g 7

BuoA unBuyuaday uoyBrisw yo

IgLIDr DUNg Nin uiZi oduny

HIOONAYE YHYHL NYHLTS
o .

undodo ynjued Woop iU spng oAIDY Yrunes Noyo uop

py uodynBuag q

oAUy uodunBuad "o

AR

L

Aoy unsipnuad ‘uoiyausd ‘voypipuad uobuyuaday Jngun
IS0 ISCUWUNS UDHINgSAUSL DP uoyuWInuoau s oduoyg il sng oAIDY yrun|es noo uop uoiboges dynbusw Buouopq ©|

LN WM I

IWID[ O

e vosinuad ‘uododo] uounsnAusd o) o

NS uonofuly noyo

',_,I:::| DSDLL NJE

T
o
=]
0o
i
a
=
o
2
e
c
o
=
0
—
o
o
0

I
O
=
0

'l

D.Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan masalah yang penulis rumuskan diatas, maka yang menjadi

tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

wor oyl

I€

-\.
el

1.

Ingin mengetahui bagaimanakdbngsi DPRD dalampemtahasan dan
penetapaferda Kota Jambi.

Ingin mengetahuapa kendalkendala yang dihadapi DPRD Kota Jambi
dalam pemhahasan dan penetap@arda.

Ingin mengetahui bagaimanakabolusi DPRD Kota Jambi dalam

pemkahasan dan penetap@arda.

Sedangkan maaét dari penelitian ini sebagai berikut :

IQUID UIPPRNIDS DYDUL UDUYINS JO ALSISAIUN DILUDIS| S1DIS

1.

Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkayakajian
kepustakaan mengenanalisis FungsiDewanPerwakilanRakyatDaerah
KotaJambi dalam mestapkarPeraturarDaerahK otaJambi.

Manfaat praktis,penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbanagan
pemikiran bagi mahasiswa selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Iimu
Pemerintahan Fakultas Sayriah UIN STS Jambi dan pemerintah kota jambi
serta magarakat umum mengena\nalisis Fungsi Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Jambi dalam menetapkaReraturan [xerahKota
Jambi.

Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan Fakultas Syariah khususnya

jurusan limu Pemerintahan dan doskasen Fakultas Syariah lainnya.

4. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gat@na strata (S1) limu

Pemerintahan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
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KerangkaTeori
Kerangka Teori merupakan uraian ringkas teori yang digunakan dan

cara menggunakan teori itu dalam menjawab pertanyaan péneliti.

dynBusag "q

LD

Berdasarkarpengertian tersebut peneliti menggunakan kerangka teori sebgai

r DUINS NIN 1w o

berikut:

=D

‘Teori Negara Hukum

Bogas yoiuocpaduwawl Butuoq 7

~
O
oA BuoA unBuyuaday uoyiIBrisw 3o

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Negara Indonasaupakamegara

T
o
=]
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o
2
e
c
o
=
0
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hukum. Konsekuensi negara hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (3)

uad uoBuyuaday ynun oAuoy uodynBuayd "o
yrunas noyo uop uoiboges dynbusw Buouo)q °|

UUD 1945 ialah bahwaegara Indonesia harus berdasarkan hukum (rechtstaat)

5

o

dan bukan berdasarkdtekuasaan (machstaat).

.
L

S0 Y run|

o
LN WM I

Menurut Juluis Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan

' Dr.Ahmad Redi,S.H.,M.Hjukum Pembentukan Peraturan Perundamglangan
karta:Sinar Grafika,2017),him 38

Wior uEon

0=
S d
T c
D &
- =
L=
xwgd
= = .. . . .
2258 istilah rechsstaat itu mencakup 4 (empat) elemen penting,yaitu ;
S5 A a. Perlindungan hak asasianusia;
375§ o
'T p-_.— = + .
2 835 Q b. Pembagian kekuasaan;
c OF T
g 2 a = c. Pemerintahan berdasarkan undangang;
& -:r a Ll
2 53 =
S r_r; 3 o d. Peradilan tata usaha negara.
S =Za c
4 B . .
a8 5= Z%-Teon OtonomiDaerah
5 040 0
3 = 3 =
S 8% = Otonomi atauautonomyberasal dari bahasa yunaayto yang berarti
o =1 =
S ¢a o .. _ L
2 °a s_gndlrl dan nomous yang berarti hukum atau peratiangandemikian,
= &4 L
e o = _
] - —
3 & otonomi adalah pemerintahan yang mampu menyelenggarakan pemerintahan,
£ B 0
E 5
5 yang dituangkan dalam peraturan sendiri, sesuai dengan aspirasi
o 0
a >
= =
= “ ®Sayuti UnaPedoman penulisan skrigBidisi Revisj,(Jambi : syariah Press dan Fakultas
d Syariah IAIN STS Jambi)hlm,25
'Z_.::
2
=]
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el

L

masyarakatnya. Oleh karena itu, menurut Uneamtang Nomor 12 Tahun

L

2008 tentang Perubahan Kedua atas Undedgng 32 tahun 2004 tentang

s

Ez_emerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban
L
(Zaerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
i

i

Pgepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang
uandangan. Adapudaerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batabatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negaraudfesa
Republikindonesi.

Dengan adanya otonomi, daerah diharapkan akan lebih mandiri dalam
menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu
aktif mengatur daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan
é{lqerannya dalam memka peluang memajukan daerah tanpaintervensi dari
éhak lain, yang disertai dengan pertanggungjawaban publik (masyarakat
é%erah), serta pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat, sebagai
%pnsekuensi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.Dalam negatadte
é-nitarisme), otonomi daerah ini diberikan oleh pemerintah pusanttal
gf‘lt)vernmer)t sedangkan pemerintah daerah hanya menerima penyerahan dari

p_émerintah pusat.Berbeda halnya dengan otonomi daerah di negara federal,

ng otonomi daerah telah mied¢ pada negaraegara bagian sehingga

I$ uo

usan uruan yang dimiliki oleh pemerintah federal pada hakikatnya adalah

8 Undangundang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintaha Daerah Pasal Bayat 5

QDT UIPPHhiDS 80U



LUndodo ynjusd Woop U sng oAI0Y Urunes nowo uop uninBogas yoduogladuwaw Buoiojg 7

IgLIDr DUNg Nin uiZi oduny

HIOONAYE YHYHL NYHLTS
o .

py uodynBuag q

oA BuoA unBuyuaday uoyiIBrisw 3o

LN WM I

"D|Ds0W NEons uonofuly noyo iy uosinued ‘uosodo) uounsnduad you) odaoy uospnuad ‘uoiysuad ‘uoyip

IWID[ O

puad uocBuyuaday yniun oiuoy uodpnbuayd "o

g
9
a
-
e ]
3
]
i
)
Q
=
o
]
or
|
Q
i |
=
a
o
N )
a
a
:I'I
1
a
=
~
0
=
Q
3
3
)
L&)
i |
3
]
@
5
{1
o
-
3
3
B
o
.
Q
a
=
3
2
:
-
1
n__.l
=~
]
N )
-
5
3
o
f?l'
a
ﬂ

T
o
=]
0o
i
a
=
o
2
e
c
o
=
0
—
o
o
0

usan yang diserahkan oleh negarabagian.
:Kerangka Konseptual
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

a. PengertiarPerwakilan Rakyat DaergbPRD)

DULINS NN MW SdiD 3YoH &

DPRD sebagai lembaga legislatif merupakan lembaga perimbangan

wior

terhadap kekuasaan eksekutif, dengan demikian negara mengaturfimggsi
dan tugas DPRD agar pemerintahan berjalan efektif, transganaakuntabel.

Pasal 148 Undangndang Nomor 23lahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dinyatakan bahwa: (1) DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga
perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Anggota DPRD
pkabupaten/kotadalah pejabat Daerah kabupaten/kota.

b. Fungsi, Tugas dan WewenaRgrwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
BerdasarkarPasal149 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

merintahan Daerah dinyatakan bahwa:

" 1) DPRDKabupaten/Kotamempunyai fungsi:

a. pembentukan Perd@abupaten/Kota

- b. anggaran; dan

C. pengawasan.

2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam

kerangka representasi rakyat di Daerah kabupaten/Rota.

Utang RosidinOtonomi Daerah dan Desentralisash)m.8586
%JndangUndang no.23 tahuk014tentang pemerintah daerafim 103
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= 3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
3 . o

= DPRD menjaring asmasi masyarakat.

z Pelaksanaan fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPRD
W

$;elaku pemegang kekuasaan membentuk peraturan daerah. sedangkan fungsi
Q

anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak
3

memberikan persetujuanrk@adap rancangan peraturan daerah tentang APBD
yang diajukan oleh Wali Kota. Dan fungsi pengawasan dilaksanakan melalui
pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

Adapun tugas dan wewenang DPRD sebagaimana diaturRaesddl 54
UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan
bahwa:(1). DPRD Kabupaten/Kotanempunyai tugas dan wewenang:

a. membentuk Perddabupaten/Kotdersamaupati/wali kota

b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan kdxal@aten/&ta
tentang APBDKabupaten/kotgang diajukan olebupati/wali kota

c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan IRdydpaten/kota
dan APBDkabupaten/kota

d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentiapati/walikot&epada
Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusatuk
mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;

e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah

kabupaten/kotaterhadap rencana perjanjian internasional di Daerah

kabupaterkota

Ybid,him104
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f. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja t@@asional yang
dilakukan oleh Pemerintah Daergdibupaten/kota
g. meminta laporan keterangan pertanggungjawabapagi/wali kotadalam

penyelenggaraan Pemerintahan Da&edtupaten/kota

DULINS NIN AW 01did YoH &

=y

. memberkan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain

wior

atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah

I€

-\.
el

kabupaten/kotadan'

I. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalamketentuan
peraturan perundangndangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan
wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD
kabupaten/kotgentang tata tertib®

a. Hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pada Pasall59 UndangUndang Nomor 23 dhun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa:

1. DPRDKabupaten/Kotanempunyai hak:
a. interpelasi;
b. angket; dan
c. menyatakan pendapat.
2. Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah

hak DPRD Kabupaten/Kota untuk meminta keterangan kepada

2bid,him 106
Bibid,him107
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bupati/walikota yang penting dan strategis serta berdampak luas

pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

. Hak angket sebagaimana d@iksud pada ayat (1) huruf b adalah

hak DPRD Kabupaten/Kota untuk melakukan penyelidikan
terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang
penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan
masyarakat,Daerah dan negara yang diduga bertentategaan

ketentuan peraturan perundamgdangan.

. Hak menyatakan pendapat sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf c

adalah hak DPRD Kabupaten/Kota untuk menyatakan pendapat
terhadap kebijakan Bupati/Walikota atau mengenai kejadian luar
biasa yang terjadi di [Raah Kabupaten/Kota disertai dengan

rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut

pelaksanaan hak interpelasi dan hak antfket.

. Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 163 ayat Undafignhdang Nonor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa:
1. Alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas;
a) Pimpinan
b) b.Badan Musyawarah
c) c.Komisi

d) d.Badan Pembentuka Perda Kabupaten/Kota

IQUD T UIPPRHIDS DYDUL UDUYINS JO AISISAIUN DILUDIS| S1DIS
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T

Q

0,

O

a e) e.Badan Anggaran

3

= f) f.Badan Kehormatan

Z 2. Alat kelengkapan lain yangjperlukan dan dibentuk oleh rapat
W

'3 paripurna.

Q

e 3. Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh
S

o seketariat dan dapat dibantu oleh tim pakar atau tim ahli.

4. Ketentuan mengenai tata cara pembentukan,susunan,serta tugas
dan wewenang alat kelengkapanRIP Kabupaten/Kota diatur
dalam peraturan DPRD Kabupaten/Kota tentang tata tértib.

2. Peraturan Daerah (Perda)
Bagir Manan di dalam Buku Hukum Administrasi Daeralrakgan
Ridwan mengatakan bahwBaerah otonom selaku lingkungan jabatan dilekati

wewenang aotuk mengatur (regelen) dan mengurus (besturen) urusan

L
+

pemerintahan daerah atau urusan ruma tangga d@gmnshouding) Wewenang
D

r'gengatur ada pada Pemerintaha Daerah (Pejabat administrasi negara) dan DPRD
%bagai pemegang fungsi legislatif di daerah. Heperaturan yang dibuat oleh

I.;‘..f.emerintah daerah dan DPRD adalah Perda yaitu peraturan yang ditetapkan oleh
é;epala Daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi

O
ggerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perungetangan yang leh

=
()]

Q
Q

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas,

DU UDEr

e=3

ewenang, kewajiban dan tanggung jawabnya serta atas kuasa peraturan

Ibid,him 113
'8 Ridwan,Hukum Administrasi di DaeralifH.Ull Press, Yogyakarta, 2009, him. 93
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L

(BAID JOH @

rundangundangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang

A

dirumuskan dalam bentuk antara |gieraturan daerah, peraturan kepala daerah

3

Ejgm ketentuan daerah lainnygiang disebut dengan produk hukum daerah.
Produk hukum daerah adalah progukduk hukum yang dihasilkan oleh

erah provinsi dan daerah kabupaten/ kota. Ditinjau dari sifatnyajkpnogum

SR DUINS

erah dapat dibagi menjadi dua . Pertama, produk hukum daerah yang bersifat

pengaturan . Kedua, produk hukum daerah yang bersifat penetapan.

Produk hukum daerah yang bersifat pengaturan ada tiga macam: peraturan
daerah, peraturan kepala daerdan peraturan bersama kepala daerah. Dalam
praktiknya, peraturan daerah atau disingkat Perda dapat memiliki nama lain yang
setara derajatnya, seperti Qanun di Aceh dan Perdasi di Papua. Sedangkan
peraturan kepala daerah dapat berwujud peraturan gubezratynan bupati, atau

peraturan walikotaAdapun produk hukum daerah yang bersifat penetapan adalah

S

Ifréputusan kepala daerah dan penetapan kepala daerah.
% Pembentukan peraturan daerah (perda), merupakan wujud nyata
r:%elaksanaan hak otonomi yang dimiliki lolsuatu daerah dan merupakan salah
%atu sarana dalam penyelenggaraan otonomi da@etaturan Daeralyang
_%erupakarperauran perundangndangaryang dibentuk olelbewan Perwakilan
I%jakyat Daerahdengan persetujuan bersama Kepala Daerplbefnur atau

kl_i'Jpatiwali kotg). Peraturan Daerah terdiri atas Peraturan &waétrovinsi dan
0

Ju
=
&)'_
=
Q
=]
)
Q
1)
=
Q
=y
A
Q
o
c
o
Q
—
®
=
=
A
Q
—
QO

Y7 MarissonHukum Tata Negara RI Era ReformaRamdina Prakasdakarta, him. 194
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Di dalam Kamus Hukum pengertian per at

U 01aID HPH @

erah disingkat Perda, adalah segala bentuk peraturan perumd@amgan yang

@bentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan peisetbersama
[

rgepala Daeraf®

i

i

= Sedangkan Rozal. Abdul l ah mengatakan

Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD, untuk
menyelenggarakan otonomi yang dimiliki oleh provinsi/ kabupaten/kota, serta
tugas pembantuan. Fer pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari
peraturan perundaagndangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas
masingmasi ng ‘Haer aho.

Berdasarkan Pasal 1 angka 25 Undamglang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah diayata n bahwa APeratur an [

selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda

L
+

Provin s i dan Per da DHEmdalanp Basad h Angka t(4x Beraturan
D

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang
=
Pembent ukan Produk Hukum Daerah dinyatak

E’.Erovinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kotaatau nama
D

_lg_innya, yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan perwun@darggan

o)
yang dibentuk oleh DPRD dengan persetmjuab er sama kepal a daer a

5

8 M. Marwan & Jimm PQOp.Cit, hal. 506
9 RozaliAbdullahOp.Cit., hal. 131
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Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah

B DIAID JOH @

adalah peraturan perundangndangan yang dibentuk bersama oleh Dewan

rwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di propinsi maupun di

gn>

bupaten/kotadalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas

mbantuan dan juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan

L r:\G DUFNS

perundangundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing
masing daerah.

Sedangkan materi muatan peraturan daerataldnateri pengaturan yang
terkandung dalam suatu peraturan daerah yang disusun sesuai dengdedaknik
drafting atau teknik penyusunan peraturan perundamtpngan. Dalam Pasal 14
UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perurdangundangan disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi
dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka
éd;nyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi
lﬁausus daerah dan atau penjabaran ldhitjut dari Peraturan Perundang
1dangan yang lebih tinggi.

Secara umum materi muatan peraturan daerah dikelompokkan menjadi

etentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan pidana (jika diperlukan),

3O AFEIBAIUN SUUE

etentuan peralihan (jika diperlukan) dan ketentgp@mutup. Materi muatan
raturan daerah dapat mengatur adanya ketentuan pidana. Namun, berdasarkan
sal 15 Undanndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
erundangindangan, ketentuan pidana yang menjadi materi muatan peraturan

erah dihtasi, yakni hanya dapat mengatur ketentuan pidana berupa ancaman

qQuUD uppﬁ@&; ) rjl_,gufg NS



ninBoagas yoAunqiadwaly Bumio)g 7

BuoA unBuyuaday uoyBrisw yo

IgLIDr DUNg Nin uiZi oduny

HIOONAYE YHYHL NYHLTS
o .

undodo ynjued Woop iU spng oAIDY Yrunes Noyo uop

py uodynBuag q

AR

L

YIS MM I
Aoy unsipnuad ‘uoiyausd ‘voypipuad uobuyuaday Jngun

IWID[ O

oAUy uodunBuad "o

H|S0 JaLUNS uDYiNgaAuswl Op uoywnuoauaw oduoyg iu syng oAIDy yrunes noyo uop uoiBoges dynBusw Buouogg - |

e vosinuad ‘uododo] uounsnAusd o) o

NS uonofuly noyo

',_,I:::| DSDLL NJE

‘Buopun-Buopun iBunpung opdi yoH

16

T

Q

0,

®)

pidana paling lama 6 bulan kurungan penjara dan denda maksimal Rp.
50%@.000.000,00.

Z Sedangkan azaazas dalam pembentukan peraturan daerah sebagaimana
o

61_;atur dalamPasal 5 dan Pasal 6 Undadgdang Nomorl2 Tahun 2Q1, asas

i

:as yang berlaku dalam peraturan perundacigngan dibagi menjadi tiga
bagian:1) Asasasas yang berkaitan dengan pembematulperaturan perundang
undangan;2) Asasa s a S yang di kandung dal am fimat
perindangundangan; daB) Asas lain baik yang berkaitan dengan bidang hukum
peraturan perundangndangan yang bersangkutan maupun
hierarkinyaSebagaimana dijelaskan berikut ini:

a. Asasyangberkaitan dengapembentukarmperaturan perundangundangan
yang baikmeliputi:

b. Asas Kejelasan Tujuanadalah bahwa setiap pembentukan peraturan
perundangundangan harus mempunyai tujuan yang jelas (motivering
beginsel) yang hendak dicapai (untuk apa dibuat peraturan perdandang
undangan).

c. Asas Kelembagaan Atau Organ Pembentakg Tepat adalah bahwa
setiap jenis peraturan perundamgdangan harus dibuat oleh
lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundadgngan yang
berwenang (baik di tingkat Pusat maupun Daerah). Peraturan perundang

undangan tersebut dapat dibatalkan atatalbdemi hukum, bila dibuat

oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang. Kalau undadgng/Perpu

IQUID UIPPRNIDS DYDUL UDUYINS JO ALSISAIUN DILUDIS| S1DIS
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dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, kalau peraturan di bawahnya

IoBoges yoiunciadiuaw Buouoa 7

+
Q
—a 3
=8 % Fr = dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung.
s835 ~
©2a@z = d. Asas Kesesuaian Antara Jenis Dan Materi Myaddalah bahwa dalam
i -
- _?_ru_g S 3 pembentukan peraturan perundamglangan harus benrbenar
8559 0
E R . . . . .
3 583 & memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan
S =200 %
c =i J —
0 = Z0 F ; ;
a~gl T perundangundangannya. Jangan sampai materi muatan peraturan daerah
5Ta=
~Wg B .
a3 3 untuk UndangJndang atau sebaliknya.
=
S s e. Asas Dapat aksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan
85
=

perundangundangan harus memperhitungkan keberlakuan atau dapat

MY Lrun|

_:: dilaksanakannya peraturan perundamgangan tersebut didalam
% %_ masyarakat, baik secara sosiologis, filosofis, maupun yuridis.

F 5 f. Asas Kedayagnaan Dan Kehasilgunaan (efesien dan efektfjalah

5 i— bahwa setiap peraturan perundamgiangan dibuat karena memang benar
o g

benar dibutuhkan dan akan bermanfaat dalam mengatur kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena telah didukung oleh asas
dapat dilaksanakan.

g. Asas Kejelasan Rumusaadalah bahwa setiap peraturan perundang
undangan, sistematika, dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa

hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan

|50 JaCLUNS UDYINgaAUSLL DP UDYLWUINUDIU e oduny iul sing oAIny

LU oyne wia w2l oduny undodo ynjusa wojop i sipng

berbagai macam interpretasi dalanagsanaannya.

h. Asas Keterbukaamgadalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan

e vosinuad ‘uododo] uounsnAusd o) o

perundangundangan mulai dari perencanagersiapan, penyusunan, dan

pembahasan bersifat transparan dan terbuka.
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Asas yang dikandung dalamateri muatanperaturan perundangndangan

dynBusag "q

+
O
— T
0g%  Beliputi:
oo o
= Lj o = a. Asas Pengayomaradalah bahwa setiap Muatan Peraturan Perundang
2as o
@ £ ; undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka
8 ZFa
S8 :—: = menciptakan ketentraman masyarakat.
288 3
‘;ﬁ*fi O b. Asas Kemanusiaanadalah bahwa setiap Materi MuatdPeraturan
oo 2
T ok . .
g ;_L—; Perundangindangan  harus  mencerminkan  perlindungan  dan
= — L
= 0
S i@ penghormatan hakak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap
g5 | |
a8 warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
c. Asas Kebangsaanadalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan
Peundangundangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa

LN WM I

Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip

negara kesatuan Republik Indonesia.
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d. Asas Kekeluargaanadalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan
Perundangindangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai
mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Asas Kenusantaraargdalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan
Perundangindangan senantiasa mempéKaan kepentingan seluruh
wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Peruadatangan yang
dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang

berdasarkan Pancasila.

e vosinuad ‘uododo] uounsnAusd o) o

f. Asas Bhinneka Tunggal lkadalah bahwa Materi Muatan Peraturan

Perunédngundangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama,

NS uonofuly noyo
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suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang
menyangkut masalammasalah sensitif dalam kehidupan. bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara.

dynBusag "q

g. Asas Keadilanadalah bahwa sepaViateri Muatan Peraturan Perundang

oAUy uodunBuad "o

undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap

IQUUDI DULNS NIN A 1w Dy

warga negara tanpa kecuali.

h. Asas Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum Dan Pemerintahdalah
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berisi hathal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang,

LN WM I

IWID[ O

:-r antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

%_ i. Asas Ketertiban Dan Kepastian Hukumgdalah bahwa setiap
5 MateriMuatan Peraturan Perundamgdangan harus dapatenimbulkan
i— ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
]

:r j. Asas Keseimbangan, Keserasian, Dan Keselaraskatah bahwa setiap

Materi Muatan Peraturan Perundamgdangan harus mencerminkan
keseimbangan, keserasian, dan keselarasdaraakepentingan individu
dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

k. Asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perynddaggan

maupun hierarkinya, antara lain:

|50 JaCLUNS UDYINgaAUSLL DP UDYLWUINUDIU e oduny iul sing oAIny

1. Dalam Hukum Pidana

e vosinuad ‘uododo] uounsnAusd o) o

Misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas

pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;

NS uonofuly noyo
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T

O

0,

®

a 2. Dalam Hukum Perdata,

3 : I .

= Misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan,
Z kebebasan berkontrak, dan iktikad baik.

o

'3 Asasasadhaik dalam pembentukan peraturan perundarmgpngan
Q

= maupun materi pembentukan peraturan perundadgngan
S

sebagaimana telah dijelaskan diatas, sebaiknya menjadi pedoman bagi

I€

-\.
el

setiap orang yang terlibat dalam pembuatan perurdadgngan.
Dengan pedoman dgpemahaman yang sama dari pHpéthak
yang terlibat dalam pembuatan peraturan perundadgngan
diharapkan dapat mengurangi perbedaan pendapat yang mungkin saja
timbul dalam pembentukannya.
3. Pembentukan PeraturanDaerah
Sebagai Negara Kesatuan yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang
é?ndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, segala aspek kehidupan
(';@Iam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk

merintahan harus senantiasa berdasarkan atasyhuk

Untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang

A BEH,*-..!L,*'] 'guwr

rtib, antara lain di bidang pembentukan peraturan peruadstengan. Tertib

3’”‘

mbentukan Peraturan Perundandangan harus dirintis sejak saat
erencanaan sampai dengan pengundangannya

Untuk membentuk peraturan perundamglangan yang baik, diperlukan
rbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan

2mbahasan, teknik penyusunan sertapemberlakuannya.

QD UIPPNEDS EFI0U] UDTINS
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan barwakata
osesoOo yaitu
a. Urutan kejadian dalam perkembangansesuatu;

b. Rangkaian tindakan, pembuatan, atau pengolahan suatu produk;

DUINS NIN AFW 01diD JoH @
o

c. Perkara dalampengadilan.

wior

-\.
el

Kata fApembentukano berasal dar i kat a

Besar Bahasa Indonesia berarbges, pembuatan, cara membentuk kabinet baru
mendapat tantangan dari pihak oposisi.

Proses atau tata cara pembentukan suatu peraturan perunddaggan
daerah adalah suatu tahap kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan
untuk membentuk peratan daerahProses ini diawali dari terbentuknya suatu ide
atau gagasan tentang perlunya pengaturan terhadap suatu permasalahan, yang
dilanjutkan dengan kegiatan perancangan dan penyusunan rancangan peraturan

oy

daerah baik oleh DPRD maupun Kepala Daerah, K@émdilanjutkan dengan

D

kegiatan pembahasan unruk mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dan
=

Kepala Daerah, sampai pada tahap akhir, yaitu pengesahan dan pengundangan

térhadap rancangan peraturan daerah tefSebehingga bisa berlaku sebagai

o

_éératura daerah sebagai suatu regulasi yang digunakan dalam pedoman peraturan

I[gls=-e]
o
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EE
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@D
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Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundadgngan yang dibentuk

%LDL

h Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala

aerah. Dasar hukum pembekdn peraturan daerah adalah Undabigdang

av/lel¥

omor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perumuidaggan,

IQUUD[ UIPP NS



HIOONAYE YHYHL NYHLTS

ILUOr oyng Win wz oduoy undodo yniuaq Woop iU sng 0AI0Y Yrunes nolo uop uoinbogas yoiuociad waw Buouo)g 7

dynBusag "q

LD

oA uoBuyuadsy uoyiBrisw Jo

e B
YO DS O NLons uonofull nejo iy uospnued ‘uoscdo] uounsndusd Yol ooy uospnued ‘uoijsusd ‘uoypipuad uoBuuaday ynun cAuoy uodynbuad "o

L

LN WM I

IWID[ O

S LA

i G A

T
o
=]
0o
i
a
=
o
2
e
c
o
=
0
—
o
o
0

g
9
a
-
e ]
3
]
i
)
Q
=
o
]
or
|
Q
i |
=
a
o
N )
a
a
:I'I
1
a
=
~
0
=
Q
3
3
)
L&)
i |
3
]
@
5
{1
o
-
3
3
B
o
.
Q
a
=
3
2
:
-
1
n__.l
=~
]
N )
-
5
3
o
f?l'
a
ﬂ

22

)

H

12 HD

ndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (pasal 236

'
el

<

a?id pasal 257) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahdn 201

3

fgntang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

LN

Peraturan Daerah adalah salah satu bentuk peraturan pelaksana undang

DU

ti]:gndang. Pada pokoknya, kewenangannya mengatur bersumber dari kewenangan
%ng ditentukan oleh pembentuk undamglang. Akan tetapi, dalam Hadl
tertentu peraturan daerah juga dapat mengatur sendivahghng meskipun tidak
didelegasikan secara eksplisit kewenangannya oleh unoeatang, tetapi
dianggap perlu diatur oleh daerah untuk melaksanakan otonomi daerah

sebagaimana dimaksud dalam P48aUUD NRI Tahun 1945.

Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah wajib
membentuk peraturan daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, peraturan daerah
dalam hal ini dibentuk oleh DPRD bersama dengan persetujuan kepala daerah.

9]

PReraturan daehamemuat materi muatan penyelenggaraan otonomi daerah dan

|5

gas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang

21U

dangan. Selain itu, materi muatan peraturan daerah dapat berupa materi muatan

ANUS

kal sesuai dengan ketentuan peraturammEngundangan.
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T
Q
0,
®
a Pembentukan peraturan daerah mencakup tahapan sebagai berikut
3
tindangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

F rundangindangan):

a. Perencanaan

Pada tahap perencanaan, dilakukan dalam suatu Program

IqUIDT BYINS NBN

pembentukan peraturandaerah (Propemperda) dalam rangka
penyusunan peraturan perundamglangan secara terencana, bertahap,
terarah, dan terpadu.
b. Penyusunan
Merupakan teknik atau cacara untuk membentuk peraturan
perundangundangan yang baik. Hal ini sesuai dengan bunyi Fsal
UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundanmdangan bahwa penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan
Peraturan Perundangndangan.
c. Pembahasan
Pembahasan rancangan peraturan daeraku#tan oleh DPRD
bersama dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan
bersama. Adapun dalam hal pembahasan dilakukan melalui tingkat

tingkat pembicaraan.
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d. Pengesahan ataupenetapan
Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama
DPRD dan kepla daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada

kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

DULINS NIN AW 01did YoH &

e. Pengundangan

wior

Peraturan daerah diundangkan dalam lembaran daerah dimana

I€

-\.
el

pengundangan tersebut dilakukan oleh Seketaris Daerah. Peraturan
Daerahmulai berlaku dan mempunyai kekuatan yang mengikat sejak
tanggal diundangkan, kecuali ditentukan didalam perda yang

bersangkutaf’
G. TinjauanPustaka

Untuk mengetahui sejauh mana penelitian tentang Fungsi Legislasi DPRD

%%)ta Jambi dalam menetapkan Perpaneliti telah melakukan tinjauan terkait

+

D
sejumlah penelitian yang mempunyai tema hampir sama. Namun demikian kajian
O

téjntang peran DPRD dalam menetapkan perda telah banyak dilakukan,

diantaranyayaitu:

5 Skripsi Ri zky Pri ma Yun askyafiPaeraha n an
k_épta Padang Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Periodei 2002 0 0 .

w

r"ﬁenyimpulkan bahwa Kinerja DPRD (Dewan Perwkilan Rakyat Daerah) Kota
=

0
Padang dalam hal pelaksanaan Fungsi Legislasi masih kurang, hal ini terlihat dari

—
3

jﬁmlah perda yang direncakan akan dirampungkan oleh DPRD Kota Padang
O

[y

O

-':—:r “UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tenta@Pgmbentukan Peraturan Perundang
Undangan
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12 YDH @

’ tapi tidak mampu dirampungkan dan Peraturan Daerah yang berhasil

.

e (s

dirampungkan hanya peraturan daerah yang berasal dari pemerintah kota dan

Egrda hak inisiatif DPRD hanya diam ditempat begitu Saja.

L

; Kemudi an Sri Sahl awati dal amiSt udi Ar
Q

Kota Bekasi Dalam Penyusunan dan Pengawasan Peraturan Daerah tentang

S

Penyel enggaraan Pelayanan Publ i ko. Me nj e

Kota Bekasi terhadap peraturan daerah pelayanatikpyang masih kurang
maksimal, dengan alasan bahwa perda yang dihasilkan DPRD itu banyak,
sehingga sulit untuk mengontrol pengawasan tiap peraturan daerah. Namun
DPRD melakukan pengawasan pelayanan public dengan melakukan kunjungan
kerja ke instansi tedit dari BPPT, Dinas sampaiKelurahzn.

Dari skripsi yang telah dipaparkan diatas, maka terdapat perbedaan yang
akan diteliti, yaitu dalam penelitian ini pada fungsi legislasi DPRD Kota Jambi
(il;lam pembahasan dan pembentukan Peraturan Daerah di Kota gendaie(
;?192024) Penelitian saya berfokus terhadBpngsi Legislasi DPRD dalam
éEmbahasan Dan Penetapan Peraturan Daerah Kota Jambi dalam melaksanakan

L;T}-usan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan
D

@PRD dalam menyelenggararmerintah Daerah membuat Perda sebagai dasar

o
hﬁkum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan
kondisi dan aspirasi masyarakat.

ZSkripsi Ri z kPgranar Dewaa Peviuakilan Rakyat Daerah KBadang
lam pelaksanaan Fungsi Legislasi Perriode 22020

2Skripsi SrStudi 8rmalisic tenvaapi Perdnan DPRD Kota Bekasi Dalam
nyusunan dan Pengawasan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraam Publik
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Perda yang ditetapkan oleh daerah tidak boleh bertentangan dengan

tentuan peraturan perundamgdangan. alam pembentukan Peraturan Daerah

N 3@ OLdID 3OH @

dituntut mengutamakan kepentingan masyarakat, untuk itu diharapkan adanya

15

I?rjasama yang maksimal antara kepala daerah Walikota dengan DPRD sehingga
Q

menghasilkan suatu perda yang mempunyai aspek keadilan kemanfaatan dan
=

Kepastian hukum bagi masyarakdéaka dari itu peneliti berkeinginan untuk

meneliti hal tersebut supaya bisa menambah wawasan keilmuan bagi masyarakat

umum darkhususnya bagi peneliti sendiri
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BAB Il
METODE PENELITIAN

Metode penelitian berasal dari kata "metode"” yang artinya cara yang tepat

tuk melakukan sesuatu, dan "penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari,

DUENS NIN ANILU D4AID H0H @

mencatat, merumuskan dan menganalisis sampenyusun laporannya. Jadi
S
dapat diambil kesimpulan bahwa metode penelitian adalah suatu rangkaian

langkahlangkah yang dilakukan secara berencana dan sistematis guna
mendapatkan suatu pemecahan terhadap masalah yang dfdjukan

Metode yang digunakan pagenelitian ini adalah menggunakan metode
penelitian kualitatif, menurut Nawawi pendekatan kualitatif dapat diartikan
sebagai rangkaian atau proses menjaring informasi, dari kondisi sewajarnya dalam
kehidupan suatu obyek, dihubungkan dengan pemecahamsasdiah, baik dari
sudut pandang teoritis maupun praktis. Penelitian kualitatif dimulai dengan
%engumpulkan informasnformasi dalam situasi sewajarnya, untuk dirumuskan
r'éenjadi suatu generelasi yang dapat diterima oleh akal sehat nfdflska.
karena iti, pendekatan kualitatif ini dipilih oleh peneliti beradasarkan tujuan

Efenelitian yang ingin mendapatkan gambaran Analisis Fungsi Dewan Perwakilan

o

F_éakyat Daerah Bta Jambi (periode 2013024).

o Berkaitan dengan metode penelitian disini peneliti mengguniadiaarapa
p_érangkat penelitian untuk memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai
0

_l:l -

berikut :

=

0

=

“ %3 Cholid Narbuko, Abu Ahmadyletodologi Penelitian(Jakarta: PT Bumi Aksara, 1997)
him.1

-';: *Nawawi Hadari, Instrumen Penelitian Bidang Sosia{Yogyakarta : Gajah Mada
University Press, 1992), him. 209

27
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)

12 YOH

i~
1 A

Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini bertempat di DPRD Kota Jambi dan penelitian ini dimulai

] 11 &

@da 28 Mei 2020 Paal Lima, Kec.Kota Baru, Kota Jambi.
[
B: Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang besifat kualitatif. Penelitian yang

or ou

digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptitn pendekataguridis empiris
Penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau
pendekatan studi kasus (case sjuBgndekatauridis empirisadalah penelitian
hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif
secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam
masyarakaPenelitian ini memsatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu
yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari
semua pihakyang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan

L

é‘;*;\ri berbagai sumber. Dengan pendekatan inikampeneliti akan menilai
D

pelaksanaanFungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi dalam

3w

menetapkan peraturan daerah kota jambi (periode-2029)
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Jenls Dan Sumber Data

- Jenis Data

Data primer merupakan data yang diperlukan dalam penelitian, yang

1N NN ILU A0 J0H @)

diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian,

RUDrSou

alau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dilaparigan.

-\.
A d

Data primer yang diteliti yaitu bahdahanhukum yang mengikat yang

terdiri atas :

a. UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. UndangUndang No.23 Tahun 2014

c. UndangUndang No.32 Tahun 2004

d. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Nomor 1
Tentang Tata Tertib DPRD Kota Jambi

e. SK Prolegda Kota Jambi tahun 262020

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari stsubdyer lain

baga| pendukung data primer yang dipandang berkaitan dengan pokok kajian

SIS AN DIWD|S| 84018

)Eang diteliti. Data sekunder bersumber dari dokwahekumen, baik berupa

ébkumendokumen resmi maupun bahan perpustakaan laitfriéalaupun data

ne

tersebut diperoleh dari orang lain atau dokumen pendukung sumber data pertama.

“Sayuti UnaPedoman penulisan skrigEidisi Revisj,(Jambi : syariah Press dan Fa#sl
ariah IAIN STS Jambi)him34.

“sayuti UnaPedoman penulisan skrigEidisi Revisi,(Jambi : syariah Press dan Fakultas
ariah IAIN STS Jambi)hir85

IGLUD [ U NS hyoy] uny



bdas 3y oAl ocquadisaw Buomoia 7

jcu]

I
L

w

Lndodo ynjusa oo i spng oAaoy yruna

ICLLEE ByIng pin Wz oduey

¥l
HIOONAYE YHYHL NYHLTS
o .

uodynBuag g

UL A DY

=

ILID DUINg NI Joloa BuoA uoBuyuadsy uoyBn

YO DS O NLons uonofull nejo iy uospnued ‘uoscdo] uounsndusd Yol ooy uospnued ‘uoijsusd ‘uoypipuad uoBuuaday ynun cAuoy uodynbuad "o

g
&
g
g
@
3
]
1]
@
Ire]
5]
o
i}
o
8
]
a
0
a
a
s
a
a
:I'l
o
a
=
~
3]
-z
g
&
:]
a
!
£8]
]
3
]
1]
@
1
a
el
3
]
~
a
el
a
a
=
]
i
2
g
o
o
o
o
el
"
=1
]
o
i}
0
ﬂ

T
o
5]
o
i
&
=
o
2
@,
=
o
&
u-_l-i
=
o
&
@

30

T

Q

0,

O

Misalnya data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh dari dokumentasi
5 : :

dari kantor DPRD Kota Jambeperti :

Z o _

e a) Sejarah singkat Kota Jambi

51 b) Struktur Kepemimpinan DPRD Kota Jambi
-:; c) Visi dan Misi DPRD Kota Jambi

O

I€

d) Program Pembentukan Perda Kota Jambi tahun-2020
e) Sumber Data

b. Sumber Data

Sumber data adalah dimana data diperoleh, Sedangkan sumbeer data dalam

penelitian ini orang yang meliputi :

a) Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah(Bapempénagjota

DPRD Kota Jambi Komisi IV

w
i b) Pimpinan Panitia Khusus (Pansuslakil Ketua Komisi | DPRD Kota

5 Jambi

% c) Kasubbag Produk Hukum

f d) Kepala Bagian Hukum dan Persidangan.

_S.‘Metode Pengumpulan Data

% Pengumpulan data merupakan proses pengadaan data primer untuk
lgéperluan penelitian. Menentukan metode yang digunakan untuk pengumpulan
;_ata menjadi penting untuk dilakukan. Dalam pengumpulan data kualitatif,
O

nfjetode yang dapat digakan diantaranya:

IQUUD[ UIPPNIDS
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o

Juni 2020 di DPRD Kota Jambi. Hal ini agar memudahkan peneliti memperoleh

data atau informasi dengan mudah dan leluasa.

"

=

T

3 o

-E3 s

C :

g ~ 1. Pengamatan (observasi)

BJ — I

. D _% . . ..
deedx = Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data dimana peneliti
87398 =

d%%ad0 =
a@Ea?  mencatat informasi selama penelittdrMetode observasi ini peneliti memilih
2S5 23 E

2ocl%z £ . L , . . : .
322a £ jenis observasi partisipatif yaitu observasi yang sekaligus melibatkan diri
P =

o -0 = wd

'-'.'.:I = = . . .y .
33683 @englkutl Rapat Pansus(Panitia Khusus) yaitu rapat dengar pendapat dalam
Q > 00 %

= * i 2 -

$9.%35 “  membahas raperda tahun 2020 tentang Rumah Susun yang berlangasag(Sel
8084z

=00
S 5¢
i
3

(=4
&
AupBuyuaday uoyiBnisw 3o

'-!-
o
]
=

2. Wawancara

248 :-r?
c z 1{5 Wawancara yaitu mencoba mendapatkan keterangan/pendapat secara
= = B 3 langsung dari seseorang responden atau infoffn@ekrik wawancara dalam
- *:: 8 penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara dilakukan dengan
=. b
202a . - : iai
g gz a mengajukan beberapa pertanyaan secara sistematis dan pertanyaan yang diajukan
375§ o
2 :FS telah disusun. Wawancara ini dilakukan peneliti terhadap Ketua Bapemperda,
g 2 ; pimpinan pansus, kasubbag produk hukum dan kepala bagian hukum dan
o ¢t =
2 53 = : :
5 23 persidangan di DPRD Kota Jambi.
g = 2 -
B S5S —- 3. Dokumentasi
5 549 @
S o =2 Teknik pengumpulan data lainnya yang akan digunakan peneliti adalah
g c¥ )
2 "’F"J dokumentasi, di mana peneliti akan mengumpulkan data yang diperoleh dari
= o &4 L0
e o = _
a = e
2 = dokumendokumen yang ada atau catatatatan yang tersimpan, baik itu berupa
. .:_::: g
3, —
= =
®
]
Q

[y

' W Gulo, Metode PenelitianCet kel, ( Jakarta : PT. Grafindo, 2002), him. 116.
% Kenjoro NengratMetode Wawancara Dalam Metodeetode Penelitian Masyarakat
karta: Gramedia Pustaka utama, 1993), him.129.
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DPRD Kota Jambi dalam menetapkan Peraturan Daerah dengan menggunakan

Lijuaday yngun

analisis deskriptif kuatatif. Sugiyonomengatakan analisis data adalah proses

B |
==
£ =
1 0,
g3 ) . . .
g catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainyzokumentasi
B — T
Jdoe ng penelitian ini adalah dokumeatokumen yang bersangkutan dengan Ketua Ketua
87398 =
d%%ad0
@@ e Lj c ~ Bapemperda, pimpinan pansus, kasubbagdyt hukum dan kepala bagian
Sogo 2=
2saes 2 _ _ _
222a¢ FLukum dan persidangan di DPRD Kota Jambi.
P =
92645 E: Teknik Analisis Data
5 g8 3
3 g 2 — . .. . .
% ol O Teknik analisis data untuk menjawab rumusaasatah tentang Fungsi
g 8
a :
a4
i

(=4
&
AupBuyuaday uoyiBnisw 3o

'-!-
o
]
=

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil

29 :‘-r?;
g%5 ci wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan
gga S | .
<S853 data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam-umit melakukan sintesa,
£€83 . . o
=Zg 0 menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari
26 5
202a . . : . . .
g gz a dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun
375§ o
¢ 8§ 6tang lain®
ﬂ_j 3 ; % Proses analisis data yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan langkah
8 23 3
5 88 langkahsebagai berikut:
§ 28 <
8 Ss aAnalisis Domain
5 58§ ®
c g§¢ =,
Z g3 2 Analisis ini biasanya dilakukan memperoleh gambaran/pengertian yang
c O & O
= -0 = sl
=T _i bersifat umum dan relatif menyeluruh tentang apa yang tercakup di suatu fokus/
] - —
3 & = N . : e
= Q gnkok permasalahan yang diteliti. Analisis domain dalam penelitiangandkan

3 — . : :

~ untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangeoses pembentukan perda

= j

c =

3 & 29 Margono SMetodologi Penelitian Pendidikan Komponen MK}karta: PT. Rineka

o Cipta, 2007)him

g ;: % Sugiyono, Metode Penelitian PendidikarPendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan

e R&D. (Bandung: Alfabeta, 2009), him. 335
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)

12 YOH

i~
el

ntulah tidak segampang yang dilihat. Banyak tahapan dan kriteria yang harus

alui dan dipenuhi. Seperti diantaranya harus dilampirkan naskah akademik,

gl rﬁ

ygngmerupakan media administrasi suatu perda.

LN

b, Analisis Taksonomi

Analisis ini adalah analisis yang lebih rinci dan mendalam, fokus penelitian

IquuD

terbatas pada domain tertentu yang sangat berguna dalam upaya mendeskripsikan
atau menjelaskan fenomena fokus yahgmbil yang menjadi sasaran semula
dalam penelitian. Jadi, Analisis taksonomi ini digunakan dalam menganalisis

lebih mendalam yang dibatasi oleh analisis domain.

c. Analisis Komponensial

Analisis ini baru digunakan setelah penelitian mempunyai cutdamyak

fakta atau informasi dari hasil wawancara dan observasi yang melacak kontras

121

Kontras tersebut oleh peneliti dianalisis atau dicarikan dimensi yang

D)5

l’fgewadahlnya?1 Analisis komponensial ini digunakan setelah adanya analisis
main dan analisis taksonolyang merupakan jawaban paling domain, yakni

ernatlf terakhir yang dijadikan sandaran untuk menjawab permasalahan
rmasalahan tentanga Analisis Fungsi Legislasi DPRD Kota Jambi dalam

enetapkan Perda Kota Jambi.

31 sanafiah FaisaRenelitian Kualitatif Dasar dan AplikasinyédMalang: YA3, 1990), him.
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GAMB ARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

DESKRIPSI KOTA JAMBI

1. Sejarah Kota Jambi

Kota Jambi berdiri padi@nggal28 Meil1401dan dibentuk sebagai
pemerintah daerah otonom kotamadya berdasarkan ketetapan Gubernur
Sumatera nomor 103/194tanggall7 Meil1946 Kemudian ditingkatkan
menjadi kota besar berdasarkamdangundangnomor 9 tahun 1956
tentang pembentukan daerah otonom kota besar dalam lingkungan daerah
provinsiSumatera Tengalkemudian kota Jambi esmi menjadi
ibukotaprovinsi Jambpada tanggaéh Januaril957berdasarkan Undang

undang nomor 61 tahun 1958.

. Letak Geografi dan Demografi Kota Jambi

Berdasarkan Undangndang nomor 6 tahun 1986, luas wilayah

administratif pemerintah krkjot a sda@aanba

geomorfologis kota inferletak di bagian barat cekung@nmaterdagian
selatan yang disebut salkekungan Jambi, yang merupakan dataran rendah
di Sumatera bagian timur.

Kota Jambi merupakan kota dengan jumlpenduduk paling
banyak di provinsi Jambi, sekitar 17% dari keseluruhan populasi penduduk

provinsi JambiKota Jambi terdiri dari 11 Kecamatan yaitu:

Danau Teluk - Danau Sipin
Jambi Selatan - Paal Merah
35


https://id.wikipedia.org/wiki/28_Mei
https://id.wikipedia.org/wiki/1401
https://id.wikipedia.org/wiki/17_Mei
https://id.wikipedia.org/wiki/1946
https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Jambi
https://id.wikipedia.org/wiki/6_Januari
https://id.wikipedia.org/wiki/1957
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera

Booas yoiuncadiwaw Bumio)g 7

WD DUINg Win olos Buo i unBuyuaday uoyiBnisw yopy uodynbBusyd q

YO DS O NLons uonofull nejo iy uospnued ‘uoscdo] uounsndusd Yol ooy uospnued ‘uoijsusd ‘uoypipuad uoBuuaday ynun cAuoy uodynbuad "o

g,

w

Lndodo ynjusa oo i spng oAaoy yruna

ICLLEE ByIng pin Wz oduey

¥l
HIOONAYE YHYHL NYHLTS
o3 B £ S LAY

T
o
5]
o
i
&
=
o
2
@,
=
o
&
u-_l-i
=
o
&
@

|50 JaCLUNS UDYINgaAUSL DP uDywInuoauaw oduoy iun spng Aoy yrun@s noyo uop uoibogas dunbuaw Buoiopg |

IQUID UIPPRNIDS DYDUL UDUYINS JO ALSISAIUN DILUDIS| S1DIS

IQUUDF PYINS NIN J1jIW p1dio 3YoH @

- Jambi Timur

- Jelutung

- Kota Baru

- Pasar Jambi

- Pelayangan

- Telanai Pura

- Alam berajo

Gambaran Umum DPRD Kota Jambi

36

1. Struktur Kepemimpinan DPRD Kota Jambi

Adapun Struktur Kepemimpinan DPRD Kota Jambi Periode 2019

2024 adalah sebagai berikut :

No. | NAMA JABATAN

1 Putra Absor Hasibuan,SH Ketua DPRD Kotalambi

2 Ir.M.A Fauzi Wakil Ketua DPRD Kota Jambi
3 RR.Nully Kurniasih Kawuri,SE Wakil Ketua DPRD Kota Jambi
4 Pangeran HK. Simanjuntak,se,m.{ Wakil Ketua DPRD Kota Jambi
5 Muhammad Yasir,Spd,M.M Anggota

6 H.Muslim Anggota

7 Umar Paruk,A.Md Anggota

8 Eko Setiawan,SE Anggota

9 Kasiono Anggota

10 | Daemawan,S.E Anggota

11 | Suprapti,SE Anggota
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12 | Maria Magdalena,S.S Anggota
13 | Frans Sugama Tambunan,SH Anggota
14 | Sutiono,ST Anggota
15 | Junedi Singarimbun,SE Anggota
16 | Hj.Hendriani,S. Pd Anggota
17 | H.Muhammad Nasir,SE Anggota
18 | M.Fuad Safari,S.Sos.I Anggota
19 | Abdul Rauf Anggota
20 | Syyofni Herawati,SP Anggota
21 | Muhammad Fahri Anggota
22 | Abdullah Thaif,A.Md Anggota
23 | H.Jefrizen,SE Anggota
24 | Absar Suriwansyah,SH.,M.Kn Anggota
25 | Maya Fitriah Siregar Anggota
26 | Martua Muda Siregar,SP Anggota
27 | H.Jasrul,S.Ag Anggota
28 | Ir.Anti Yosef Anggota
29 | Kurniawansyah,SH Anggota
30 | H.Muhammad Zayadi,S.Pt Anggota
31 | Hizbullah,S.Si Anggota
32 | Jonilsmed,SE Anggota
33 | KemasFarid Alfarelly,SE Anggota
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34 | Saiful,SH Anggota
35 | Mubhilli Amin,SH Anggota
36 | H.Novrial,SH Anggota
37 | Achmad Rasid Anggota
38 | Sartono,SH.,M.Hum Anggota
39 | Naim,SH Anggota
40 | Suherman,SE Anggota
41 | Padlan,SP Anggota
42 | Ambo Lau,BE Anggota
43 | Sri Fatmawati,Amd Anggota
44 | Muhammad Redho Kurniawan,S| Anggota
45 | Risko ElI Windo Al Jufri,SH.,MKn | Anggota
2. Visi Misi DPRD Kota Jambi

a. Visi DPRD Kota Jambi

Jambi adalah fiTerwujudnya peranSeketariat Dewan Perwakilan

Adapun Visi dan Misi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Rakyat Daerah Dalam Rangka Memberikan Pelayanan Yang

Bermutu Kualitas Untuk Menunjang Pelaksanaan Tugas dan

Fungsi

. Misi DPRD Kota Jambi

Dewan Perwaki l

an

Rakyat

Sebagai bentuk nyata dari visi diatas, ditetapkmulai

Daer a

Seketariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi yang
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menggambarkan hal yang lebih nyata dari pertanyaan misi yang

terlaksana dengan baik, Untuk memenuhi visi tersebut, maka

Seketariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi vyaitu

menetapkad (empat) misi yaitu :

A
A

Meningkatkan penyiapan dan pengendalian efektivitas produk
Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia yang
didukung oleh srana dan prasarana yang memadai

Meningkatkan pelayanan administrasi sesuai peraturan yang
berlaku

Meningkatkan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan

kegiatan DPRD.

3. Fungsi,Tugas dan Wewenang dan Komiskomisi DPRD Kota Jambi

a. Fungsi DPRD Kota Jambi

Adapun fungsi DPRD dan bentuk termasuk fungsi DPRD Kota

Jambi adalah sebagai berikut;

DPRD mempunyai fungsi:

A
A

Fungsi Legislasi yaitu Pembentukan Peraturan Daerah
Fungsianggararyaitu menyusun dan menetapkan ARREn

Fungsi pengawasan yaitu melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan Undargndang, Peraturan Daerah, Keputusan

Walikota dan kebijakan yang ditetaggkoleh Pemerintah Daerah
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)

T
O
0,
®
a b. Tugas dan Wewenang DPRD Kota Jambi
— I
o 3
h%f_: = Adapun Tugas dan Wewenang DPRD dan bentuk termasuk
3%
= Lj e = fungsi DPRD Kota Jambi adalah sebagai berikut;
Bas v
“@ ¢ ; 1) membentuk peraturan daerah bersama Walikota;
Ss2 2
j_ 1 L—': e 2) membahas dan memberikan persetujuan rancarpgEaturan
528 3
‘;;Lji s o daerah mergnai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang
528
g ‘2 = diajukan oleh Walikota;
S s 3) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah
® S

dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

4) memilih Walikota dan wakil walikota atau Wakil waliteodalam
hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa jabatan lebih
dari 18 (delapan belas) bulan;

5) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentWéaaikota
dan/atau Vekil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui
Gubernur untuk mendapatkanngesahan pengangkatan dan/atau
pemberhentian;

6) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah
Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;

7) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional

T
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yang dilakukan oleh Pemerimt®aerah;
8) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah;
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9) memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan
daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat
dan daerah berdasarkperaturan perundangindangan;

10)melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam
ketentuan peraturan perundamgdangan®?

4. Alat Kelengkapan DPRD Kota Jambi
Adapun Alat Kelengkapan DPRD dan bentuk termasuk fungsi
DPRD Kota Jambi adalah sebabarikut;
(1) Alat kelengkapamPRD terdiri atas:
a. Pimpinan DPRD;
b. Badan Musyawarah;
c. Komisi;
d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
e. Badan Anggaran;
f. Badan Kehormatarman
g. Alat kelengkapan lain yang diperlukaan dibentuk oleh rapat
paripurna.
(2) Alat kelengkapaDPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a sampai dengan huruf f bersifat tetap.

(3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g

berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.

IQUD T UIPPRHIDS DYDUL UDUYINS JO AISISAIUN DILUDIS| S1DIS

%2Tata Tertib DPRD Kota Jamb
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(4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DRid2antu oleh
sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.

(5) Badan musyawarah, komisi, BapemPeraturan Daerah, badan
anggaran, dan badan kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal
masa jabatan keanggotaan DPRD.

(6) Pembentukan alat kelergkan DPRD ditetapkan dengan keputusan
DPRD

Komisi-Komisi DPRD Kota Jambi

Adapun Komisi DPRD dan bentuk termasuk fungsi DPRD Kota

Jambi adalah sebagai berikut;

Komisi DPRDKota Jambterdiri dari :

a) Komisi | Bidang Pemerintahan meliputi :

1) Pemerintahan;

2) Ketertiban Umum;

3) Kependudukan;

4) Penerangan/Pers

5) Hukum dan Perundangndangan;
6) Kepegawaian dan Aparatur;

7) Perizinan;

8) Sosial Politik;

9) Organisasi Masyarakat;
10)Pertahanan;

11)Aset Daerah.
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

b) Komisill Bidang Perekonomian dan Keuangan meliputi :

Perindustrian Peraturddaerahdagangan, dan Koperasi;

43

Pertanian, perikanan, peternakan, Perkebunan, Kehutanan;

Ketahanan Pangan dan Logistik;
Pariwisata,;

Keuangan Daerah,;

Perpajakan, Retribusi, dan Perbankan;
Perusahaan Daerah (BUMD);
Perusahaan Patungan;

Dunia Usaha daRenanaman Modal;

10)BUMN.

Komisi Il Bidang Pembangunan meliputi :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)

9)

Pekerjaan Umum;

Tata Kota;

Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi;
Kebersihan dan Pertamanan;
Pertambangan dan Energi;

Perumahan Rakyat;

Lingkungan Hidup;

Perencanaan Pembangunan Daerahld#a Ruang

Kebakaran.
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d) Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi :
1) Ketenagakerjaan;
2) Pendidikan;
3) llmu Pengetahuan dan Tehnolog;i;
4) Kepemudaan dan Olah Raga;
5) Agama;
6) Kebudayaan;
7) Sosial;
8) Kesehatan dan Keluarga Berencana,
9) Peranan Wanita;
10) Transmigrasi;
11)Yayasan dan LSM,;
12)Pencegahan dan Penanggulangan Judi, Prostitusi dan N&tkoba.

6. Susunan Lengkap AKD DPRD Kota Jambi

a. Komisi l
Ketua : Absar Surwansyah
Wakil :Sartono

Seketaris : Frans Sugana Tambunan
Anggota:

1. Darmawan

2. Hj.Hendriani

3. Syofni Herawati

IQUUD[ UIPPNIRS DYDYL UDYLNS JO AJISISAIUN DIWD(S| 8101

%3Tata Tertib DPRD Kota Jambi
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3. Rr. Nully Kurniasih
5. Maya Fitria Siregar

4. Kurniawansyah
5. Muhili Amin

6. Fadlan

: Suprapti

Syaiful

1. Kasiono

2. Sutiono

4. M.Fahri

Seketaris : Anti Yosefa

b. Komisi ll
Ketua
Wakil
Anggota:

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

sinmam e s b Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
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State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

1. Dilarang mengufip sebogian dan atau seluruh karya tulis ini fanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya unfuk kepentingon pendidikan, penalition, penuisan karya ilmich, penyusunan loporan, penulisan krifik atou finjouan svatu masalah.

P 2. Dilgrang memperbanyak secagoian dan atau selunsh karya tulis inl dalam entuk apapun tfanpaizin UIN sutha Jomis
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@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

S e b Pengutipan fidak merugikan kepenfingan yang wajar UIN Sutha Jambi
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State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

1. Dilarang mengufip sebogian dan atau seluruh karya tulis ini fanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
a. Pengufipan hanya unfuk kepentingon pendidikan, penealition, penuiisan karya imiah, penyusunan laporan, penulisan krifik atau finjouan suate masalah.

Y 2. Dilarang memperbanyak sebagaian dan atau seluruh karya tulis ini dalom bentuk apapun tanpaizin UIN Sutha Jambi
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f. Badan Pembentukan Peraturan Daerah(Bapemperda)

1. Eko Setiawan
2. Frans Sugama Tambunan

3. Hendriani

Ketua : Kemas Farid Alfarelly

Wakil : Jefrizen

Seketaris : Muklis

7. Program Pembentukan Perda Kota Jambi periode 2012020

PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA KOTA JAMBI TAHUN

20109.
NO JUDUL RANPERDA KET
1 2 3
Ranperda tentang Pembentukan Ba Selesai
' Usaha Milik Daerah (BUMD)
Ranperda Perubahan atas Perda Nom Selesai
Tahun 1974  tentang Pendirig
’ Perusahaan Daerah Air Minum Ko
Madya Jambi.
Ranperda tentang Penanganan F| Selesai
° Miskin
Ranperda tentang Perlindungan ¢
4 Selesai
Pengelolaan Lingkungan Hidup
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Ranperda tentang Perubahan Atas Ps

5 Nomor 8 Tahun 2013 tentar Selesai
Pengelolaan Sampah
Ranperda tentang tentang Peruba
6 Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentg Selesai
Retribusi Jasa Umum
Ranperda tentang tentang Peruba
7 Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentg Selesai
Retribusi Jasa Usaha
Ranperda tentang Renca
8 Pembangunan Jangka Menendzderah| Selesai
(RPJMD) Kota Jambi
Ranperda Laporan Keterang
9 Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walik( Selesai
tahun 2018
Ranperda Tentang APBP Tahun| Selesai
w0 Anggaran 2019
Ranperda Tentang APBD Taht Selesai
H Anggaran 2020
Ranperda tentang Rencana Detail T Belum Selesai
e Ruang (RDTR).
s Ranperda tentang Penyertaan Mo Belum Selesai

Pemerintah  Kota Jambi  kepa
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Perusahaan Daerah Air Minum Tir

Mayang Kota Jambi.

Ranperda tentang Penataan Kecam
14 Belum selesai
dan Kelurahan

Ranperda tentang Penyelenggar{ Belum selesai
15
Kepemudaan dan Keolahragaan

16 Ranperda tentang Kerjasama Daerah | Belum selesai

Ranperda tentang Kepalang Meral
17 Belum selesai
Indonesia

Dari Tabel diatas pembentukan Peraturan Daerah Kota Jambi tahun
2019 Jumlah program pembentukan perda Kota Jambi tahun 2019 ada 17
Ranperda. Ranperda yang telah disahkan menjadi perda 11 terdiri dari ; Perda
Rutin Tahunan 3 Ranperda, dan Perda Baru/R8Wanperda. Raperda yang
disampaikan oleh pihak pengusul 6 Ranperda. Target 2019 17 Ranperda dan
yang Terealisasi 11 Ranperda.

PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA KOTA JAMBI TAHUN

2020.
NO | JUDUL RANPERDA KET
1 2 3
Ranperda  tentang Penyelenggar{ Dalam Pembahasan
' Kepemudan daKeolahragaan
2 Ranperddentang Rumah Susun Dalam Pembahasan
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3 Ranperda tentangerja Sama Daerah Dalam Pembahasan
Luncuran
Ranperda tentandRencana Detail Tat
4 Propemperda Tahun
Ruang(RDTR)
2019
Luncuran
Ranperda tentang Rataan Kecamata
5 Propemperda tahun
dan Kelurahan
2019
6 Ranperda tentari§arang Milik Daerah | Baru
Ranperda tentang tentan&enyetaraar
7 Baru
Modal ke Bank 9 Jambi
Ranperda Laporan Keteranga
8 Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walik¢ Rutin
tahun 2019
Ranperda tentang APBDBDP  Tahun
9 Rutin
Anggaran 2020
Ranperda tentang APBD tahun Angga| Rutin
10
2021
Luncuran
Ranperda Tentang Kepalang Meral
11 Propemperda tahun
Indonesia
2019/ Inisiatif DPRD

Dari Tabel diataslumlah program pembentukan perda Kota Jambi

tahun pada tahun 2020, melalui

badan hukum Setda Kota Jambi,
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mengusulkan sepuluh Perda dan akan segera dibahas. Selain itu ditambah
satu perda inisiatif dari DPRD Kota Jambi. Adapun pgreiaa yang
diusulkan tesebut terdiri dua perda baru dan beberapa sisa perda pada tahun
sebelumnya dan perda rutin lainnya. Seperti Ranperda tentang rumah susun
dan Ranperda tentang penyetaraan modal ke Bank Jambi, yang merupakan
usuklan perda baru tahun ini.

Kemudian beberapa &pemperda tahun 2019 seperti, Ranperda
tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Ranperda tentang
penyelenggaraan dan kepemudaan, Ranperda penataan kecamatan dan
kelurahan , Ranperda tentang kerjasama daerah, dan Ranperda tentang

pengelolaan barang milikagrah.
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BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Fungsi DPRD dalam Pembahasan Dan PenetapanPeraturan Daerah

DUPNS NN AW DLdID 40H @

Kota Jambi.

Juor

Dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan
Daerah, kepala daerah d&PRD dalam menyelenggara Pemerintah Daerah
membuat Perda sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan
otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat. Perda yang
ditetapkan oleh daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuarraperatu
perundangundangan.

Dalam penyusunan peraturan daerah, anggota DPRD harus lebih banyak
berperan sebagai sumber ide dan gagasan, sesuai kedudukannya sebagai insan
politik. Anggota DPRD tidak dituntut untuk menguasai secara teknis materi dan
bahasa hukurperaturan daerah, karena hal terselaytatdiserahkan kepada para
ahli dalam bidangnya masirgasing. Praktek pemerintahan daerah yang ada
seringkali menggambarkan bagaimana para anggota DPRD sibuk menyusun
peraturan daerah sampai pada hal yang sangatdan substantif, tanpa didasari
dengan keahlian yang cukup. Akhirnya yang muncul adalah perdebatan
berkepanjangan tentang sesuatubleh mereka yang sarsama tidak paham
mengenai  substansinya, sehingga menghabiskan waktu tanpa dapat

menyelesaikannyaethgan baik.
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11D 3PH @

Sebagaimana diatur dalam Pasal 150 Undamgang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah Fungsi Pembentukan Perda Kabupaten/kota
sebagaimana dalam pasal 149 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara :

a. Membahas bersama bupati/wali kowan menyetujui atau tidak

ouln

menyetujui rancangan Perda Kabupaten/Kota;

wior

o

Mengajukan usul rancangan Perda Kabupaten/Kota,

I€

c. Menyusun program pembentukan Perda Kabupaten/ Kota bersama
Bupati/Wali Kota®*
Dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD di Kota Jamémperhatikan
beberapa aspek yang bersifat legislasi dan non legislasi.
1. Aspek Non Legislasi
Pada pelaksanaan fungsi legislasi yang dilihat dari aspek non
legislasi adalah sebagai berikut:
a) Komunikasi
Komunikasi yang dibangun oleh legislator DPRD Kota Jamb
adalah komunikasi aktif dua arah berkenaan dengan kondisi yang
berkembang di Kota Jambi. Kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan
hidup yang perlu dilakukan legislasi dan menjadi dasar untuk
pelaksanaan fungsi pemerintahan Kota Jambi.
b) Sumber Daya (Resougke
Fungsi legislasi di DPRD Kota Jambi yang dalam hal ini

meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas

#Undangundang No 23ahun 2014 tentang Pemerintah Daerah hl, 104
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mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau
kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung
jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penyusunan
rancangan peraturan daerah

Komitmen.

Sikap dan komitmen DPRD Kota Jambi terhadap program
program kesejahteraan rakyat. Komitmen ini diwujudkan dalam
rancangan peraturan daerah atas inisiaRD sendiri atau inisiatif
Pemerintah Kota Jambi. Komitmen ini harus diperkuat melalui
pembahasan raperda yang cepat sehingga dapat cepat disahkan dan
diimplementasikan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Kota

Jambi.
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2. Aspek Legislasi
Pelaksanaan fungdiegislasi di DPRD Kota Jambi dilakukan

dengan beberapa kegiatan yakni:

dynBusag "q

LD

a) Penyusunan rancangan peraturan daerah.

Menyusun program legislasi daerah yang memuat daftar urutan

IQUUDI DULNS NIN A 1w Dy

rancangan peraturan daerah berdasarkan inisiatif pemerintah dan

IoBoges yoiunciadiuaw Buouoa 7
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inisiatif DPRD. Di DPRD Kota Jambi untuk tahun 264@20 ranperda
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inisiatif pemerintah berjumlah 10 raperda dan inisiatif DPRD

uad uoBuyuaday ynun oAuoy uodynBuayd "o
yrunas noyo uop uoiboges dynBusw Buowong |
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berjumlah 1 Raperda.

S5 E

Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan DPRD Kota Jambi Nomor 1

o BuoA uoBuyuaday uoyiGrisw oy

.
L

S0 Y run|

O,

Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Jambi, dinyatakan bahwa

LN WM I

YO DS NLons uonofull neo iy vospoued ‘uosodo] uounsnAusd Yo oduoy uosjnuad ‘uoiyauad uoyio

dalam fungsi pembentukan peraturan daerah dilaksanakan dengan cara:

IWID[ O

a. Menyusun program pembentukan peraturan ddmetama
Kepala Daerah; b. Membahas bersama kepala daerah dan
menyetujui rancangan peraturan daerah; c. Mengajukan usul

rancangan peraturan daerah;

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sartono,SH.,M.Hum

|50 JaCLUNS UDYINgaAUSLL DP UDYLWUINUDIU e oduny iul sing oAIny

Pimpinan Pansus (Panitia Khusus) DPRD Kota Jambi atakgn

LU oyne wia w2l oduny undodo ynjusa wojop i sipng

bahwa:
Setiap rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD itu

sendiri yang disebut dengan perda inisiatif bisa juga yang
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diajukan oleh Walikota Jambi. Dan setiap rancangan perda
yang diajukan tersebut harus ada penjelasan dan keterangan

danjuga harus disertai naskah akaderik.

Hal ini sesuai dengan Pasal 5 Peraturan DPRD Kota Jambi
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Jambi
dinyatakan bahwa(l) Rancangan perda dapat berasal dari DPRD
atau Kepala Daerah; (2) Rancangan perda gdrerasal dari DPRD
atau Kepala Daerah disertai penjelasan atau keterangan dan/ atau
naskah akademik

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kemas Farid Al
Farelly, SE selaku Ketua Bapemperda DPRD Kota Jambi mengatakan
bahwa:

Dalam program pembentukan perain daerah ditetapkan

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas

pembentukan peraturan daerah, yang nantinya akan ditetapkan
dengan kesepakatan bersama antara DPRD Kota Jambi dengan

Wali Kota Jamb#®
Adapun Dan sesuai dengan Pasal 6 Peraturan DPRD Kota Jambi
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Jambi
dinyatakan bahwaRancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat

diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan

% Sartono,SH.,M.HumWawancara pada tanggal 9 Juni 2020.
% Kemas Farid AlFarelly, SE wawancara pada tanggal 9 Juni 2020
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Pembentukan €aturan Daerah yang dikoordinasikan oleh Bapem

Peraturan Daerah.

Pembahasan

Setelah tahap rancangan, selanjutnya masuk dalam tahapan

pembahasan, yaitu sebagai berikut:

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi dilakukan
oleh DPRD Kota Jambi bensa Wali Kota Jambi.

Pembahasan bersama dilakukan melalui tinrgkgkat
pembicaraan.

Tingkattingkat pembicaraan dilakukan dalam rapat
komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD Kota Jambi yang
khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.

Rancagan Peraturan Daerah Kota Jambi dapat ditarik kembali
sebelum dibahas bersama oleh DPRD Kota Jambi dan Wali Kota
Jambi.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi yang sedang dibahas
hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama

DPRD Kota Jambi dan Wali Kota Jambi.

Sedangkan tata cara penetapPanaturan Daeramntaranya adalah :

Rancangan Peraturan Daerah Kotmbi yang telah disetujui bersama

oleh DPRD Kota Jambi dan Wali Kota Jambi disampaikan oleh pimpinan

DPRD Kota Jambi kepada Wali Kota Jambi untuk ditetapkan menjadi

Peraturan Daerah Kota Jambi.
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T

Q

0,

®

- b. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi dilakalkean d

= jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan
=  bersama.

o

'3 c. Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi ditetapkan oleh Wali Kota Jamb
Q

= i dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30
S

(tiga puluh) hari sejak Ramangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut

I€

-\.
el

disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur.

d. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi sebagaimana tidak
ditandatangani oleh Wali Kota Jambi dalam waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari sejak RancangaBReraturan Daerah Kota Jambi tersebut
disetujui bersama, Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tersebut sah
menjadi Peraturan Daerah Kota Jambi dan wajib diundangkan.

e. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi kalimat

pengesahannya berbunyi:rBeiran Daerah ini dinyatakan sah.

Kalimat pengesahan harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan

Daerah Provinsi sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah Kota

N 2IWD(S| 81DIS
—h

Jambi dalam Lembaran Daerah.

lslaalu

= g Untuk pengundangan, Perda Kota Jambi diundangkan dakamuk

Lembaran Daerah, dan itu dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
Kendala dalam dan upaya dilakukan dalam Pembahasan dan Penetapan
Peraturan Daerah di DPRD Kota Jambi

Adapun kendala dalam dalam Pembahasan dan Penetapan Peraturan

aerah di DPRD Kota Jdmhantara lain:

DS pyoy| UDBING JO

IQUUD[ UIppr
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T

Q

0,

O

L Persepsi dan pemahaman yang berbeda antara Pemerintah Daerah dengan
3

Anggota DPRD.

@rdasarkan wawancara dengan Bapaknawar. D,S.H.l| Kasubbag Produk

L./‘.I

ukum pada Bagian Hukum Setda Kota Jaméngatakan bahwa:

fiHukum adalah produk politik dan dibentuk di lembaga legislatif yang
memang anggotanya dari berbagai latar belakang baik pendidikan yang
berbeda maupun partai politik yang berbeda. Sehingga tumbulnya persepsi
dan pemahaman yang berbeda antara PemerintatatDdengan DPRD
dalam proses pembentukan peraturan daerah merupakan dinamika yang
wajarwajar saja selagi pada koridor hukum dan etika. Karena semua
adalah untuk memperjuangan kepentingan masyarakat.

IQUUIDT DU

Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintena® dan
DPRD adalah samsama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah ataupun
peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi
masingmasing sehingga di antara kedua lembaga itu membangun suatu hubungan
kerja yang sifatnya §ag mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing

9]

Satu sama lain dalam melaksanakan fungsi mamexging. Segala aktivitas yang

|5

laksanakan oleh eksekutif berdasarkan pada desain pembangunan dan alokasi
embiayaan yang memerlukan persetujuan DPRD .nbpklaksanaannya, DPRD

Iakukan pengawasan, agar tidak terjadi penyimpangan.

IsB *-..!L,'@ Slli=s)

Dalam bentuk yang lain, hubungan antara kedua organ atau lembaga

erah ini tidak hanya berpotensi menimbulkan kanflik, tetapi juga dapat

IS 1O A

rbantuk kolutif yang diwarnai dengamoney politic.Bidangbidang kegiatan

ng berpeluang untuk terjadinyaoney politic, yaitu dalam penyusunan

37 Munawar. D,S.H,lwawancara pada tanggal 8 Juni 2020
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PBD, penyusunan keuangan DPRD, penyusunan Raperda, pengawasan oleh
RD, pertanggung jawaban Kepala Daerah, pengangkatan sekertaris daerah.

Selana ini, masih sering ditemukan adanya persepsi yang berbeda antara

S NIN >%w r%;!;:l ADH @

mhak eksekuif dan legislatif daerah. Hal ini dapat menimbutksimarmon] yang

o]y

l?jermuara pada konflik antar kedua pihak tersebut. Dalam hal penyusunan Perda
y’jang mayoritas diinisiasi olgiihak Pemda tidak sesuai dengan keinginan DPRD.
Penentuan alokasi anggaran pun sering menghadapi kendala, baik dalam hal
proses, indikator maupun besarannya. Terlebih jika melihat pada mekanisme
pengawasan yang jamak dikeluhkan oleh pihak eksekutif, kdidsia adanya
kesamaan pada fase perencanaan. Berbagai permasalahan tersebut, disebabkan
oleh belum terbangunnya tata hubungan/mekanisme yang terstruktur dalam

pelaksanaan tugas dan wewenang antara Pemerintah daerah dan DPRD.

2. Keterbatasan Sumber Daya Msia yang mempunyai keahlian dalam

1S

perancangan peraturan daerah.
Salah satu faktor yang menyebabkan kendala dalam pembentukan

sraturan daerah di Kota Jambi adalah keterbatasan sumber daya manusia yang

N -gllw D5 =2

/B

empunyal keahlian dalam perancangan peraturan daeMbnurut kapala
glan hukum dan persidangan Dwi Rekoniawam&gatakan bahwa:

ADi Kota Jambi dalam pembentukan peraturan daerah terkendala dengan
kurangnya pejabat fungsional sebagai perancang peraturan daerah, sehingga
dalam penyusunan perancangaperaturan daerah tersebut masih
mengandalkan keterlibatan instansi vartikal seperti Kementerian Wilayah
Hukum dan HAM Jambi dan Tenaga Ahli dari Universitas dan Perguruan
Tinggi Negeri lainnya di Kota ambi dalam pembentukan peraturan daerah
tersebut®

% Dwi Rekoniawan,SHwawancara @da tanggal 8 Juni 2020

IQUID[ UIpPhjiDS DUBY] Upying Jo .«g 18/
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Keterbatasan anggaran.

Pembuatan dan pembentukan peraturan daerah selalu terjadi pada setiap

1 1)L 21D YOH G

t]gptiap tahun anggaran sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam setiap

S

g;erak langkah penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan daerah.
i

Untuk setiap taun anggaran, di Kota Jambi selalu dikeluarkan Peraturan Daerah.

A

Mengenai terbentuknya peraturan daerahiip tahun anggaran di Kota Jambi
disesuaikan dengan jumlah dana yang tersedia yang ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBDja Jambi sebelumnya.

Pelaksanaan pembentukan suatu peraturan daerah sangat tergantung
dengan dana yang tersedia untuk itu, mengenai dana dalam pembentukan
peraturan daerah di Kota Jambi diterangkan bbglak Kemas Farid Alfarelly,S.E
Ketua Bapemperdidota Jambimengatakan bahwa:

fiPeraturan daerah merupakan proyek daerah, sehingga sudah barang tentu

w untuk pelaksanaan dari pembentukan dari perancangan peraturan daerah
Q disediakan dana. Dana yang tersedia untuk pembuatan dan pembentukan
@ peraturan daeraltui berasal dari APBD Kota Jambi yang jumlahnya sudah

2 ditentukan sebelumnga®

=

=,

S Pendapat di atas ditambahkan pula oleh Bap&knawar. D,S.H.I
I{asubbag Produk Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Jgarim

enyatakan bahwa:

_B"-.

fiSudah barang tentu untuk pemhgain peraturan daerah itu ada dananya
yang telah disiapkan sebelumnya di dalam APBD, dimana dana yang
diberikan atau diserahkan besarannya ditentukan dengan peraturan daerabh.
Penggunaan dana tersebut diperuntukkan terhadap semua peraturan
daerah, baik yandgperasal dari prakarsa legislatif maupun dari prakarsa

% Kemas Farid Alfarelly,S.Fwawancara pada tanggal 9 Juni 2020
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eksekutif sepanjang hal itu telah diusulkan dalam penyusunan anggaran

pendapatan dan belanja daerah yang dikeluarkan sebeldmnya.

Dari keterang&eteragan di atas, dapat diketahui bahwa untuk
mbentkan peraturan daerah disediakan dana yang ditetapkan dalam anggaran

endapatan dan belanja daerah, dan selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan tahun

Lur:ﬂ DL?% 15 NN AW D1AID JoH &

)
S
Q
Q
2
D
S

Dan dana untuk pembentukan peraturan daerah itu disiapkan
sebelumnya di dalam APBD, dimana danang/adiberikan atau diserahkan
besarannya ditentukan dengan peraturan daerah. Penggunaan dana tersebut
diperuntukkan terhadap semua peraturan daerah, baik yang berasal dari prakarsa
legislatif maupun dari prakarsa eksekutif sepanjang hal itu telah diusileikam
penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dikeluarkan
sebelumnya.

C. Solusi DPRD Kota Jambi dalam pemlhasan dan penetaparrerda

Solusi yang diterapkadalam pembahasan dan penetap®&erda adalah

sebagai berikut:

IWICHE| 21018

1. Penguatan Dimensi Institusional (Struktur Kelembagaan)

Fungsi legislasi DPRD pada dimensi Institusional (Struktur Kelembagaan)

gsisaun ol

Iam penelitian ini diarahkan kepada penguatan fungsi legislasi DPRD terhadap

t kelengkapan DPRD berupa Balegda sebagainbgalag khusus menangani

|r'|5,g.r;n A

a]

dang legislasi, penguatan fungsi legislasi DPRD pada sistem pendukung DPRD,

rta penguatan DPRD melalui lembaga penelitian yang bernaung di bawah

T
)
o

4% Munawar. D,S.H,wawancara pada tanggal 8 juni 2020
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2. Penguatan Fungsi Legislasi Melalui Sistem Pendukung

a) Sekretariat DPRD.
Pengatan kelembagaan Sekretariat DPRD melalui:
1) Penguatan Status Kepegawaian Sekretariat DPRD
2) Penguatan Sarana dan Prasarana
b) Kelompok Pakar atau Tim Ahli
DPRD Kota Jambi untuk memperkuat fungsi legislasi
DPRD sekaligus dalam rangka melaksanakan tugas daenaeg
DPRD perlu segera membentuk Kelompok Pakar atau Tim Ahli

yang berkompeten dan berpengalaman di bidangnya.

1. Penguatan Fungsi Legislasi DPRD melalui Lembaga Penelitian Yang

2.

Bernaung Dibawah DPRD

Penguatan fungsi legislasi khususnya dalam proses
pembentukan Perda, DPRD disarankan untuk membentuk Kelompok
Kerja yang berkaitan dengan riset/ penelitian dan Perancangan serta
pembentukan Peraturan perundamglangan. Kelompok Kkerja
tersebut dituangkan dalam pembentukan suatu lembaga penelitian
yang benaung di bawah DPRD.
Strategi Penguatan Dimensi Individual

Penguatan Fungsi legislasi DPRD melalui dimensi Individual
berupa peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan profesionalisme
maka perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1) Faktor kuatas pendidikan anggota DPRD
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®
a 2) Faktor Pengalaman
— I
o 3 . o :
11 % f:} = 3. Penguatan Fungsi Legislasi DPRD Melalui Anggaran
298 <
::sz e = a) Penguatan Fungsi Legislasi DPRD Melalui Dimensi Anggaran
Bas o
“@ ¢ ; berdasarkan Asas Efisiensi dan Asas Efektifitas
Ss2 2
j_ lf': e Penguatan fungsi legislasi DPRD dalam penyelaragn
528 3
‘;;Lji s o otonomi daerah melalui dimensi anggaran berdasarkan asas
528
g ‘2 ‘— efisiensi diarahkan agar anggaran DPRD digunakan sesuai batasan
S s batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka
B S

menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPRD secara

optimal. Pengatan fungsi legislasi DPRD dalam penyelenggaraan
otonomi daerah melalui dimensi anggaran berdasarkan asas
efektifitas diarahkan agar anggaran DPRD digunakan secara efektif
sehingga tercapai tujuan secara tepat
b) Penguatan Fungsi Legislasi DPRD Melalui Dirse Anggaran

berdasarkan Asas Otonomi

Penguatan fungsi legislasi melalui pengaturan otonomisasi
bagi DPRD menurut analisa penulis telah memenuhi konsep
demokrasi konstitusional yang ada dalam UUD 1945 yaitu dalam

konsep negara hukum menuntut penyelenggarpemerintahan
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harus didasarkan pada peraturan perundeaggngan serta asas

asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
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4. Penguatan Dimensi Regulasi

"Iy
L}

a) Penguatan Fungsi Legislasi DPRD terhadap Regulasi Kedudukan
DPRD
Kedudukan DPRD lebih banyak diatur dengan Peraturan

Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Surat Edaran

IQUUDI DULNS NIN A 1w Dy

menjadi hambatan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi

karena DPRD harus selalu berada pada arahan Menteri Dalam
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Negeri baik secara langng maupun tidak langsung. DPRD justru
kehilangan esensinya sebagai badan perwakilan rakyat karena
kegiataannya justru didominasi oleh kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan yang seharusnya menjadi tugas eksekutif.

b) Penguatan Fungsi Legislasi DPRD terhadepran Mekanisme
Partisipasi Publik (Rakyat)

Partisipasi publik namun hingga saat ini belum ada
pengaturan mengenai bentuk mekanisme partisipasi publik itu
sendiri. Penyerapan aspirasi oleh DPRD hingga saat ini belum
menggunakan mekanisme partisispasbliu secara tepat dan
ilmiah. Aspirasi dan kebutuhan masyarakat di daerah yang

disampaikan baik secara langsung oleh masyarakat kepada DPRD.
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BAB V

PENUTUP

Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan sebagaimana diuraikan pada Ipemnd\ti

dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Fungsi DPRD dalam Pembahasan Dan Penetapan Peraturan Daerah Kota
Jambi dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi
kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggara
Pemerintah Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi daerah
dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan
aspirasi masyarakat. Perda yang ditetapkan oleh daerah tidak boleh
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundatangan.

2. Kendala dalam Pembahasan dan Penetapan Peraturan Daerah di DPRD
Kota Jambi Adapun kendala dalam dalam Pembahasan dan Penetapan
Peraturan Daerah di DPRD Kota Jambi yd®ersepsi dan pemahaman
yang berbeda antara Pemerintah Daerah dengan Anggota DPRD,
Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang mempunyai keahlian dalam
perancangan peraturan daerah dan Keterbatasan anggaran.

3. Solusi yang diterapkaanntuk mengatasi semua kehaldalam pembahasan
dan penetapafferda adalalPenguatan Dimensi Institusional (Struktur
Kelembagaan), Penguatan Fungsi Legislasi Melalui  Sistem

Pendukung,Penguatan Fungsi Legislasi DPRD melalui lembaga penelitian

66
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yang bernaung dibawah DPRE2nguatan dimensi IndividydPenguatan

Fungsi Legislasi DPRInelalui AnggarafPenguatan dimensi Regulasi.

Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis temukan padbabab

terdahulu, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikanuntuk
meningkatkan fungsi DPRD Kota Jambi dalam pembahsan Peraturan Daerah
Kota Jambi, yaitu ;

1. Untuk penyusun menyarankan bahwa dalam pembahasan penyusunan

serta penetapan Peraturan Daerah agar aspiraskimmar diperhatikan
danmasyarakat dilibatkan dalam pembséin, sehingga kelak agar produk
hukum yang dihasilkan itu dapditerima dan mendapat pengakuan dari

masyarakat serta pelaksanaanya berjalan efektif.

. Untuk pemerintah dengan adanya hak inisiatif pemerintah daerah

diharapkan untuk dapat menggunakan hak inisiatifnya tersebut secara
lebih efektif dan preaktif dalam pembatan Peraturan Daerah dengan

menyesuaikan kepentingan masyarakat yang beragam.

. Untuk DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah dituntut

mengutamakan kepentingan masyarakat, untuk itu diharapkan adanya
kerjasama yang maksimal antara kepala daerah WalikogadddPRD
sehingga menghasilkan suatu perda yang mempunyai aspek keadilan

kemanfaatan dakepastian hukum bagi masyarakat.
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